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Semarapura (Ball Post) -

Ratusan hektar tanah nega¥r

engelolaan

Permohonan

/

di Kecamatan Nusa Pemda

belum bersertifikat. Keberadaan tanah negara ini pun sering
menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Apalagx ka-
sus jual beli tanah negara di kecamatan kepulauan i ini semakin
santer berhembus. Belakangan permohonan pemanfaatan ta-

nah negara oleh masyarakat Nusa Penida ini banyak dlterlma’

Pemkab Klungkung.

Menyikapi hal ini, Bupati Klung-
kung Nyoman Suwirta mengaku
akan melakukan kajian secara
detail. Pihaknya belum berani
memberikan sikap terkait dugaan
ada jual beli tanah negara di Nusa
Penida. “Saya baru sebatas mend-
engar kasus tersebut dan belum

_ mendapatkan bukti-buktinya,”

ujarnya.

Namun, ia mengakui kini ban-
yak masyarakat Nusa Penida yang
memohon menggunakan tanah

negara ke Pemkab Klungkung.

“Untuk kepentingan umum dan
adat pasti kami pertimbangkan.
Prinsipnya semua permohonan
yang masuk akan dlpela]an agar
jelas peruntukannya,” ujarnya. |
Permohonan tanah negara
ini tidak hanya terjadi di era
kepem1mp1nan Nyoman Suwir-
ta. Hal serupa juga terjadi za-
man mantan Bupati Klungkung I
Wayan Candra.
Terkait permohonan tanah neg
ara, Bupati Suwirta memastikan
akan menolak permohonan tanah

Tanah h Negara Marak

negara yang ditujukan untuk
kepentingan pribadi. Sejumlah
usulan yang telah diberikan reko-
mendasi hanya permohonan tanah
negara untuk kepentingan umum.
Di antaranya, pemanfaatan tanah
negara untuk kuburan dan sebuah
pura. “Satu yang sudah saya beri-
kan rekomendasi yaitu Setra Ban-
jar Nyuh. Saya percepat statusnya
supaya tanah setra tidak diklaim
atau diperebutkan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku banyak aset
yang bisa dimanfaatkan untuk
meningkatkan pariwisata Nusa
Penida. Hanya saja, masih banyak
persoalan yang harus diselesaikan
agar masyarakat bisa memanfaat-
kannya dengan baik. Pasalnya
sampai saat ini masih terjadi
konflik kepentingan dalam pen-
gelolaan lahan-lahan yang belum

| bersertifikat tersebut. (dwa)
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Bali Post

. Tak Berizin
Semarapura (Bali Post) - b i 1
Pemkab Klungkung didesak segera melakukan pen-
. dataan bangunan di kawasan wisata Lembongan. Ditenga- |
rai, saat ini banyak bangunan tidak berizin yang dibangun
sejumlah investor di Nusa Lembongan dibangun di atas
tanah negara di kawasan hutan mangrove. Jika ini dibi-
" arkan berlarut-larut dikhawatirkan hutan mangrove dan
kawasan pantai menjadi rusak. 4
Bendesa Adat Jungut Batu, Nusa Lembongan, Klung-
kung Jero Ketut Gunaksa belum lama ini mempertan- I
yakan keberadaan bangunan tidak berizin yang ada di
kawasan hutan mangrove Desa Jungut Batu. Pasalnya,
tanah yang dimiliki negara tersebut banyak dibangun
- penginapan dan restoran. Bahkan di kawasan itu juga
terdapat kolam renang yang ada di pesisir pantai.
Menurut Jero Ketut Gunaksa, bangunan penginapan
dan restoran tersebut sebenarnya dimiliki oleh orang luar |
baik itu warga negara asing atau pun investor domestik.
Mereka mengatasnamakan warga Jungut Batu untuk me-
‘manfaatkan lahan mangrove tersebut secara ilegal. “Saya
tidak bisa mengambil tindakan karena bukan ranah saya. 1
Di sana sudah ada penginapan, restoran bahkan kolam
renang di pinggir pantai yang seharusnya dilarang,” beber
| dJero Ketut Gunaksa. ' Gl ARSI N
- Pihaknya mempertanyakan kinerja dari Pemkab Klung- -
kung terkait masalah ini. Pasalnya, keberadaan bangunan
liar tersebut seakan dilakukan pembiaran oléh pemerintah -
tanpa adanya penindakan lebih lanjut. “Kenapa seolah ada
pembiaran. Sudah lama pembiaran ini bahkan sejak peri-
- ode Bupati Klungkung yang dulu kasus ini tidak kunjung
selesai,” ungkapnya.(dwa) 3
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